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Menimbang -4.

Mengingat

b.

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa untuk memudahkan, memperjelas, sekaligus
merryesuaikan tata cara perhitungan pembayaran
Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil
dengan sistem kinerja berbasis elektronik, perlu
menetapkan teknis pembayaran Tambahan
Penghasilan bagi Pegarirai Negeri Sipil di lirrgkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai
pedoman agar tidak bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor L7 Talrrrn 2OO3 tentang
Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang
Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ar4 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Uadang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4
tentang Pemerintahan Daerah;

5. UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OlO
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Jalan Pelita Raya Nomor 3O5 F , Telelnn. (05251 21001 Faksimile,
{0525} 2 1 5OO Website : uryw- harifoeetatanka h-so,id Buratok.
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7.

8.

q

Peraturan Pemerintah Nomot Ll Tahutv 2A77

i."t*"S Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun ZOL9

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peratuian Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun

2015 tentalg Pembentukan Produk Hukum Daerah'

sebagaimani telah diubah dengal Peraturan

Uen6ri Daiam Negeri Nomor 1.2O Tahun 2A78

l"rrt rrg Perubaha, Att" Peraturan Menteri Dalam

N.g..iiomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah;
PeraturanDaerahKabupatenBaritoSelatanNomor
3 Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan'

1fi

Menetapkan
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

Teknis Pemha3iaran Tambahan Penghasilan Bagi
pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Kepuirrsan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2419
dan berakhir pada saat berlakunya Peraturan Bupati
Barito Selatan tentang Perubahan Atas Peratural
Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintakr Kabupaten Barito Selatan'

Ditetapkan di Buntok
2, Jtml 2019

SELATAN,



LAMPIRAN:KEPUTUSANBUPATIBARITOSELATAN
NOMOR : 188'45/3$ l2a$
TANGGAL : 25 irx*'! 2A19
TENTANG:TEKNISPEMBAYARANTAMBAHAI\i

PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

TEKNIS PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGA\TAI NEGERI SIPIL

1. Tambahan penghasilan dibayar berdasarkan angka kehadiran PNS/CPNS

berdasarkan pJrhitungan d.ttg*tt menggunakan teknoiogi face id dan

fingerpint reagnition yang sud.ah dipasang, pagl pada pukul 06.45WI8

;;p"i dengan"pukul A7.{5 WIB dan sore pada pukul 15.15 WIB sampai

dengan pukul 15.45 WIB.

Z. Khusus pNS/CPNS lainnya yang bertugas di daerah terpencil yang masih
belum di.pasang teknologi fae id. dan fingerpint recognition, termasuk
guru 6an tenaga kesehatan, Tambahan Penghasilannya dibayar
6erdasarkan p"rhit*rrrgrn kehadiran pada daftar hadir manual yang
disahkan oleh pimpinannya dan diketahui oleh atasan langsung, pagr

pada pukul 06.45 WIB sampai dengan pada pukul 07.15 WIB dan sore
pada pukul 15.15 WIB sampai dengan pukul 15.45 S/IB.

3. pNS/CPNS yang melaksanakan perjalanan dinas dwtlatau diklat tetap
mendapatkan Tambahan Penghasilan, dengan syarat melampirkan surat
tugas/surat keterangan mengikutt diklatlkegiatan yang diberikan oleh
instansi pelaksana diklat.

4. PNS/CPNS yang melakukan kegiatan di luar kantor sehingga tidak
memungkinkan kembaliltiba dikantor tepat pada waktunya tetap
diakuildihitung kehadiralnya, dengan syarat melampirkan bukti kegiatan
(undangan I foto kegiatan / dsb).

5. Teknis pengurangan Tambahan Penghasilan dilakukan sbb :

a. Akumulasi persentase terlambat masuk pada jam kerja :

1) 0,5O ya dari Tambahan Penghasilan perbulan untuk
keterlambatan 1 sampai dengan 3O menit perhari.

2t 1,OO a/o dari Tambahan Penghasilan perbulan untuk
keterlambatan 31 sampai dengan 6O menit perhari.

3) L,25 o/o dari Tarnbahan Penghasilan perbulan rrntrrk
keterlambatan 61 sampai dengan 90 menit perhari.

4l l,5A Yo dari Tambahan Penghasilan untuk keterlambatan lebih
dari 9O menit {atau karena tidak mengisi daftar hadir}.

b. Akumulasi persentase yang pulang mendahului berakhirnya jam kerja :

1) O,5O Vo dari Tarnbahan Penghasilan perhulan untuk
keterlambatan 1 sampai dengan 3O menit perhari.

2t 1,OO a/o dari Tambahan Penghasilan perbulan untuk
keterlambatan 31 sampai dengan 60 menit perhari.

3) 1,25 o/o dari Tambahan Penghasiian perbulan uniuk
keterlambatan 61 sampai dengan 9O menit perhari.

4\ 1,5O 70 dari Tarnbahan Penghasilan untuk keterlambatan lebih
dari 9O menit {atau karena tidak mengisi daftar hadir}.
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7.

B.

PNS/CPNSyangl(satu)haripenuhtidakmasukkerjatanpaketerangan
yang sah dikenakan pengurangan seuesar 3 persen {3%} perhari'

PNS/CPNSyangtidak*?:"k.ferjatanpaketeranganyangsahlebihdari
1O (sepuluh) hari-liarr. diberikan tu.*b*t u]1 penghasilan untuk 1 {satu}

bulaa berjalan.

Ketentuan lain terkait tata casa pemberian Tambahan Penghasilan

mengacu pada Pasal 8, 10 dan 11 Per'aturan Bupati Barito selatan Nomor

2 Tahun 2018 tentang Tarnbahan Penghasilan 
-Bagi 

Pegawai Negeri sipil

Di Lingkungan Peme-rintah r"urp"t""" B*{? Selatan (Berita Daerah

r"U.rpi:t"n darito Selatan Tahun 2018 Nomor 2)'

PNSICPNS yang jam kerjanya diatur berdasarkan sistem pola shift'

berlaku secara ri*atis *'.it*t ai" dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit

Kerjalya.

9.

di Buntok
25 Jt*. t 2otg


